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Kata Pengantar 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan rasa syukur kami panjatkan 

atas rahmat dan karunia-Nya sehingga naskah akademik ini dapat disusun 

sebagai bahan kajian dalam rangka usulan pengubahan Organisasi dan 

Tata Kerja (OTK) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat. 

Naskah ini disusun sebagai bentuk kontribusi terhadap upaya penguatan 

kelembagaan, khususnya dalam menjawab tantangan struktural dan 

operasional yang dihadapi Sekretariat KPI Pusat selama beberapa tahun 

terakhir. 

Salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian dalam 

penyusunan naskah ini adalah terkait kebijakan yang membuat struktur 

organisasi Sekretariat KPI Pusat tidak memiliki jenjang eselon III dan IV, 

sehingga menimbulkan hambatan koordinasi, pembinaan, serta 

pengembangan karier pegawai, yang dikenal sebagai bottleneck structure. 

Di tengah dinamika masa jabatan Komisioner yang relatif singkat, 

perubahan regulasi di bidang penyiaran, perkembangan teknologi 

informasi, serta tuntutan koordinasi lintas lembaga yang semakin kompleks, 

struktur organisasi yang adaptif dan responsif menjadi kebutuhan yang 

mendesak. Oleh karena itu, melalui naskah ini diusulkan penataan ulang 

struktur organisasi dengan menambahkan jenjang eselon III dan IV guna 

menciptakan sistem kerja yang lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan. 

Kami menyadari bahwa penyusunan naskah akademik ini masih 

memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan masukan dari berbagai 

pihak sangat diharapkan untuk menyempurnakan kajian ini. Semoga 

naskah ini dapat memberikan manfaat bagi pengambilan kebijakan, 

khususnya dalam memperkuat tata kelola kelembagaan KPI Pusat ke 

depan.  

 Jakarta, 16 April 2025 

 Sekretaris KPI Pusat  



 

 

 

 

BAB I  

Pendahuluan 

 

1.1 Latar Belakang 

Komisi Penyiaran Indonesia, untuk selanjutnya disebut KPI 

merupakan lembaga independen yang bertugas mengawasi isu penyiaran 

di Indonesia agar sesuai dengan regulasi yang berlaku, sebagaimana 

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252), dan telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Keja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856). Dalam menjalankan tugasnya, KPI didukung oleh 

Sekretariat yang memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan 

administratif, teknis, dan operasional. 

Seiring dengan perkembangan industri penyiaran, kemajuan 

teknologi, serta adanya tuntutan efisiensi birokrasi, perubahan Struktur 

Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Sekretariat KPI menjadi suatu 

kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Adapun beberapa faktor utama yang 

melatar belakangi perlunya perubahan SOTK Sekretariat KPI adalah 

sebagai berikut: 

1. Penyesuaian Regulasi dan Kebijakan Pemerintah 

Perubahan SOTK dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebijakan 

pemerintah terkait perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 

tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-



 

 

 

 

Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dan 

Peraturan Presiden Nomor 174 tahun 2024 tentang Kementerian 

Komunikasi dan Digital. Serta menyesuaikan dengan Peraturan Komisi 

Penyiaran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan dan 

Tata Kelola Komisi Penyiaran Indonesia.  

2. Penguatan Peran dan Fungsi KPI 

Dengan semakin kompleksnya tantangan dalam industri penyiaran saat 

ini, Sekretariat KPI perlu memiliki struktur organisasi yang lebih adaptif 

dan responsif. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat fungsi 

pengawasan, pelayanan publik, serta koordinasi dengan lembaga lain 

dalam ekosistem penyiaran nasional. 

3. Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pengawasan Penyiaran 

Perkembangan teknologi digital menuntut adanya perubahan dalam 

sistem kerja KPI. Perubahan struktur organisasi diperlukan untuk 

mengakomodasi unit kerja yang fokus pada pengawasan konten digital 

dan penggunaan teknologi dalam monitoring penyiaran. 

4. Efisiensi dan Optimalisasi Kinerja Sekretariat KPI 

Penyempurnaan struktur organisasi bertujuan untuk menghilangkan 

tumpang tindih kewenangan serta memastikan alokasi sumber daya 

manusia yang lebih efektif. Dengan struktur yang lebih efisien, 

diharapkan pelayanan administrasi dan dukungan teknis terhadap KPI 

dapat berjalan lebih optimal. 

5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik 

KPI sebagai lembaga yang melayani masyarakat dalam hal pengaduan 

konten penyiaran dan pengawasan penyiaran perlu meningkatkan 

kualitas layanan. Perubahan SOTK Sekretariat KPI bertujuan untuk 



 

 

 

 

mempercepat respons terhadap aduan masyarakat serta memperkuat 

komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan. 

6. Tuntutan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Publik 

Dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan 

profesionalisme, reformasi birokrasi menuntut penataan kelembagaan 

yang lebih efektif dan efisien. KPI menjadi lembaga independen yang 

memiliki mandat untuk mengawasi penyiaran di Indonesia agar sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dalam melaksanakan 

tugas dan fungsinya, KPI didukung oleh Sekretariat yang memiliki peran 

strategis dalam menyediakan dukungan administratif, teknis, dan 

operasional. Sekretariat KPI menjadi elemen penting dalam menjamin 

kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan penyiaran yang transparan, 

akuntabel, dan profesional. 

Dengan adanya perubahan SOTK ini, diharapkan Sekretariat KPI 

dapat bekerja lebih optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan 

fungsi KPI sebagai regulator penyiaran yang profesional, adaptif, dan 

berorientasi pada kepentingan publik. Organisasi KPI perlu disesuaikan 

dengan prinsip tata kelola yang baik (good governance). Reformasi 

birokrasi juga menuntut adanya perampingan struktur dan digitalisasi 

proses kerja agar lebih efektif dan efisien. 

1.2  Identifikasi Dinamika dan Tantangan 

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Sekretariat KPI memiliki 

dinamika dan tantangan yang cukup kompleks, mengingat perannya dalam 

mengawal dan mendukung tugas dan fungsi KPI sebagai lembaga 

independen yang mengawasi penyiaran di Indonesia. Berikut beberapa 

dinamika dan tantangan yang dapat diidentifikasi: 

 



 

 

 

 

A. Dinamika SOTK Sekretariat KPI: 

1. Struktur Organisasi yang Berubah 

SOTK Sekretariat KPI mengalami beberapa kali penyesuaian sesuai 

dengan regulasi yang berkembang, termasuk Peraturan Presiden 

dan aturan kelembagaan lainnya. Sebagaimana adanya Peraturan 

Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 

17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Komunikasi dan Informatika dan berdasarkan Surat 

Persetujuan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor B-3464/M.PAN.RB/12 tentang Perubahan 

Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, maka Menteri 

Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mengeluarkan 

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 9 Tahun 

2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi 

Penyiaran Indonesia Pusat. Dalam Permenkominfo Nomor 9 Tahun 

2013 tersebut, dijelaskan bahwa kedudukan Sekretariat KPI Pusat 

merupakan unsur pendukung yang membantu lembaga KPI Pusat 

dalam menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan KPI Pusat.  

Sekretariat KPI Pusat secara fungsional berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Ketua KPI Pusat dan secara administratif 

bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian 

Komunikasi dan Informatika. Sekretariat KPI Pusat dipimpin oleh 

seorang Kepala Sekretariat yang disebut Sekretaris. Sekretariat KPI 

Pusat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan 

administratif kepada KPI Pusat dalam menyelenggarakan fungsi dan 

wewenangnya. Dalam menjalankan tugas tersebut Sekretariat KPI 

Pusat menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan; 

b. Penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum 

KPI; 



 

 

 

 

c. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama 

d. Pelaksanaan verifikasi dan dokumentasi perizinan 

penyelenggaran penyiaran; 

e. Pengelolaan data dan informasi; 

f. Fasilitasi kegiatan pemantauan dan pengaduan sebagaimana 

diatur dalamperundang-undangan; 

g. Fasilitasi penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundang-undangan; dan 

h. Pelaksanaan urusan keuangan, perlengkapan, 

kerumahtanggan, ketatausahaan, dan kepegawaian. 

 

Adapun struktur organisasi Sekretariat KPI Pusat terdiri dari 4 

(empat) Bagian (Eselon III/a) dan 10 (sepuluh) Subagian (Eselon 

IV/a), seperti berikut dibawah ini: 

a. Bagian Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat; terdiri 

atas Subbagian Perencanaan, Subbagian Hukum, dan 

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama; 

b. Bagian Verifikasi Perizinan dan Data; terdiri atas Subbagian 

Verifikasi dan dokumentasi Perizinan, dan Subbagian 

Pengelolaan Data dan Informasi Penyelenggaran Penyiaran; 

c. Bagian Fasilitasi Pengaduan dan Penjatuhan Sanksi: terdiri atas 

Subbagian Fasilitasi Pemantauan dan Pengaduan, dan 

Subbagian Fasilitasi penjatuhan Sanksi; 

d. Bagian Umum; terdiri atas Subbagian Keuangan, Subbagian 

Perlengkapan dan Rumah Tangga, dan Subbagian Tata Usaha 

dan Kepegawaian. 

Pada prinsipnya, penetapan SOTK diatas mampu menampung 

semua fungsi dan pelayanan teknis administratif yang dilakukan oleh 

Sekretariat KPI Pusat kepada KPI Pusat. Namun demikian, dengan 

adanya kebijakan baru dari pemerintah pada tahun 2021 terkait 



 

 

 

 

penyederhanaan birokrasi yang lebih proporsional, efektif dan 

efisien, Kementerian Menpan RB mengeluarkan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 

tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam 

Jabatan Fungsional, yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Kominfo 

dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan 

Informatika Nomor 12 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Komunikasi dan Informatika, sehingga SOTK 

Sekretariat KPI Pusat juga mengalami perubahan kembali melalui 

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.  

Dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 7 Tahun 2022 tersebut 

secara kedudukan, tugas, dan fungsi Sekretariat KPI Pusat tidak ada 

perubahan, artinya sama seperti Peraturan Menteri Komunikasi dan 

Informatika RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Namun yang 

berubah adalah struktur organisasinya yaitu yang semula terdapat 4 

(empat) Bagian dan 10 (sepuluh) Subbagian, semuanya ditiadakan 

dan para pemangku jabatannya disetarakan menjadi jabatan 

fungsional.  

Semangat dari perubahan ini, yaitu untuk melaksanakan efisiensi 

kerja dan pembagian tugas dengan menyederhanakan proses bisnis 

dari eselon II langsung ke para pemangku Jabatan Fungsional. 

Namun dalam perjalanannya, perubahan SOTK tersebut tentunya 

terdapat kelebihan dan kelemahan. Berikut ini kami sampaikan 

dampak positif dan negatif atas perubahan SOTK Sekretariat KPI 

berdasarkan Permenkominfo Nomor 7 Tahun 2022 sebagai berikut:   

 



 

 

 

 

Dampak Positif: 

⮚ Pemberian mandat kepada pegawai untuk menjadi Ketua Tim 

tidak selalu didasarkan pada jenjang kepangkatan atau tingkat 

senioritas. Pimpinan dapat menetapkan Ketua Tim berdasarkan 

pertimbangan atas kompetensi, kapasitas, dan kemampuan 

pegawai dalam melaksanakan tugas yang diberikan, sebagai 

bentuk fleksibilitas dalam penugasan. 

⮚ Terdapat peluang bagi pegawai yang memiliki kompetensi dan 

kinerja unggul untuk ditunjuk sebagai Ketua Tim, serta 

memperoleh kenaikan pangkat lebih cepat sebagai bentuk 

apresiasi atas prestasi yang telah diraih.  

⮚ Mandat sebagai Ketua Tim dapat dicabut sewaktu-waktu oleh 

pimpinan apabila yang bersangkutan tidak mampu menjalankan 

tugas dengan baik. Hal ini berbanding terbalik dengan 

penggantian pejabat struktural yang memiliki prosedur lebih 

panjang dan tidak mudah dilakukan meskipun terdapat 

ketidakmampuan dalam menjalankan tugas. 

⮚ Tantangan bagi para staf untuk terus meningkatkan 

profesionalisme, sehingga mereka memiliki peluang lebih besar 

untuk ditunjuk sebagai Ketua Tim dan memperoleh percepatan 

kenaikan pangkat berdasarkan prestasi kerja. 

   

Dampak Negatif: 

⮚ Tidak ada penanggung jawab yang berwenang secara langsung 

untuk mengkoordinasikan kepimpinan, baik itu para Komisioner 

maupun ke Sekretaris KPI terkait rencana kerja pada Bagian 

Pengawasan Isi Siaran, Bagian Kelembagaan dan Bagian 

Penyelenggaraan Kebijakan Sistem Penyiaran. 

⮚ Tidak ada penanggung jawab yang mengawasi pelaksana 

program dan kegiatan, serta memastikan bahwa program 



 

 

 

 

kegiatan tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan kebijakan 

pada Bagian Pengawasan Isi Siaran, Bagian Kelembagaan dan 

Bagian Penyelenggaraan Kebijakan Sistem Penyiaran. 

⮚ Tidak adanya penanggung jawab yang mendapat mandat untuk 

menyusun bahan kebijakan strategis dan evaluasi program pada 

Bagian Pengawasan Isi Siaran, Bagian Kelembagaan dan 

Bagian Penyelenggaraan Kebijakan Sistem Penyiaran untuk 

disampaikan ke Eselon II maupun Komisioner KPI. 

⮚ Tidak ada penanggung jawab yang menyusun seluruh laporan 

pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi pada Bagian 

Pengawasan Isi Siaran, Bagian Kelembagaan dan Bagian 

Penyelenggaraan Kebijakan Sistem Penyiaran. 

⮚ Terbatasnya waktu yang dimiliki oleh pejabat Eselon II 

(Sekretaris KPI) untuk melakukan penilaian secara detail dan 

mendalam terhadap SKP yang dilaporkan. Hal ini dikarenakan 

jumlah pegawai yang cukup banyak serta tingginya beban kerja 

yang langsung bermuara ke Sekretaris, terutama akibat tidak 

adanya peran manajer menengah (Kepala Bagian) yang dapat 

membantu dalam mendistribusikan tanggungjawab ke para staf. 

2. Masa jabatan periode Komisioner yang cukup singkat 

Masa jabatan Komisioner KPI yang relatif singkat, yaitu selama tiga 

tahun, menimbulkan sejumlah tantangan dalam menjaga 

kesinambungan koordinasi antara unsur pimpinan Komisioner dan 

struktur Sekretariat KPI Pusat. Dengan frekuensi pergantian 

kepemimpinan yang cukup tinggi, pejabat struktural eselon II sering 

menghadapi kendala dalam membangun koordinasi yang efektif 

dengan para pejabat Komisioner baru, terutama dalam hal 

pemahaman atas tugas, fungsi, serta tata kerja kelembagaan yang 

telah berjalan sebelumnya. Situasi ini menimbulkan risiko terjadinya 



 

 

 

 

kesenjangan koordinasi yang berpengaruh pada kelancaran 

pelaksanaan program dan kebijakan kelembagaan. 

 

Dalam masa transisi Komisioner, pejabat struktural eselon III 

memiliki peran yang sangat strategis dalam membantu 

menjembatani komunikasi dan pemahaman antara Komisioner baru 

dengan struktur Sekretariat. Eselon III yang terlibat langsung dalam 

pelaksanaan tugas teknis dan operasional, memiliki kompentensi 

untuk menjelaskan fungsi kelembagaan dan membantu Komisioner 

memahami sistem kerja yang ada. Oleh hal tersebut, perlu dilakukan 

penataan dan penguatan fungsi koordinatif pada level eselon III agar 

proses transisi kepemimpinan Komisioner dapat berjalan lebih efektif 

dan tidak mengganggu kesinambungan kinerja kelembagaan KPI. 

3. Koordinasi dengan KPI Pusat dan Daerah serta Kementerian 

dan Lembaga terkait 

Sekretariat KPI memiliki peran dalam mendukung koordinasi antara 

KPI Pusat dan KPI Daerah seluruh Indonesia serta Kementerian dan 

Lembaga terkait, sehingga diperlukan pejabat setingkat Eselon III 

sebagai perwakilan yang dapat mewakili pimpinan terkait dengan 

kebijakan dan regulasi dapat diterapkan secara merata. Dengan 

tidak adanya Eselon III menjadi kendala KPI dalam rangka menjalin 

komunikasi dan koordinasi ke pihak stakeholder KPI.  

4. Dinamika Regulasi Penyiaran 

Sekretariat KPI harus adaptif terhadap dinamika regulasi penyiaran, 

termasuk perubahan Undang-Undang Penyiaran, kebijakan 

pemerintah terkait digitalisasi penyiaran, dan perkembangan media 

baru. Sehingga perlu adanya pejabat Eselon III yang dapat 

membantu mengawal secara strategi maupun teknis agar kebijakan 



 

 

 

 

dan progam kegiatan dari masing-masing bagian dapat berjalan 

dengan baik. Saat ini tugas tersebut dipegang sepenuhnya oleh 

Eselon II dengan menunjuk para JF yang dianggap mampu 

mengawal kebijakan tersebut.    

5. Teknologi dan Digitalisasi 

Seiring dengan perkembangan teknologi, Sekretariat KPI perlu 

menyesuaikan sistem kerja yang lebih digital dan berbasis data, 

guna mendukung efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan dan 

pengawasan penyiaran. Proses penyesuaian dan penataan sistem 

kerja tersebut saat ini sedang dilaksanakan oleh para pemangku 

Jabatan Fungsional (JF). 

B. Tantangan SOTK Sekretariat KPI  

Perubahan struktrur organisasi dan tata kerja Sekretariat KPI Pusat 

dilakukan untuk memastikan bahwa organisasi tersebut dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya dapat lebih baik dan agile, serta tata kerja organisasi 

lebih efisien, efektif dan sesuai dengan kebutuhan layanan publik. Namun 

setelah mengalami perubahan sebagaimana tersebut dalam Peraturan 

Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat 

dirubah menjadi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik 

Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, secara organisasi masih 

banyak kekurangan dan tantangannya. Berikut beberapa tantangan SOTK 

Sekretariat, diantaranya:  

1. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya 

Keterbatasan dana operasional sering menjadi kendala dalam 

pelaksanaan program kerja KPI, termasuk dukungan fasilitas dan 

infrastruktur yang diperlukan. Hal ini kami alami ketika alat pemantauan 



 

 

 

 

dan perekaman konten siaran yang mengalami kerusakan dan perlu 

diganti dan pembaharuan tidak bisa fasilitasi serta program kegiatan 

prioritas yang harusnya dilakukan tidak bisa dilaksanakan. Lebih dari itu, 

di tengah meningkatnya kompleksitas dan jumlah siaran yang harus 

diawasi, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh 

Sekretariat KPI Pusat menjadi tantangan utama. Jumlah dan kapasitas 

personel yang tersedia saat ini belum sebanding dengan beban kerja 

yang semakin meningkat, yang berpotensi menurunkan efektivitas 

pengawasan dan akurasi pengambilan keputusan.  

2. Tumpang Tindih Kewenangan dengan Lembaga Lain 

KPI perlu membangun koordinasi yang intensif dengan berbagai 

lembaga terkait, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika serta 

Dewan Pers. Koordinasi ini kerap menjadi tantangan tersendiri, terutama 

dalam hal pembagian peran dan kewenangan antarlembaga. Misalnya, 

dalam konteks penataan lembaga penyiaran, KPI berfokus pada aspek 

pengawasan isi siaran, sedangkan Kementerian Kominfo menangani sisi 

infrastruktur penyiaran. Untuk menjawab kompleksitas tersebut, secara 

organisasi diperlukan keberadaan pejabat pada level Eselon III yang 

dapat mengawal seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

monitoring, hingga evaluasi di masing-masing bagian atau bidang, 

sesuai dengan peraturan kelembagaan dan tata kelola yang berlaku di 

lingkungan KPI.  

Keberadaan pejabat Eselon III ini penting agar proses komunikasi dan 

koordinasi dengan para pemangku kepentingan dapat berjalan secara 

lebih efektif dan efisien, serta tidak seluruhnya bertumpu pada Sekretaris 

KPI Pusat seperti yang terjadi selama ini. 

3. Perubahan Lanskap Media 



 

 

 

 

Munculnya platform digital dan media sosial sebagai sarana penyiaran 

baru menuntut KPI untuk terus memperbarui kebijakan dan strategi 

pengawasan. Dalam proses pembaruan tersebut, dibutuhkan peran 

Kepala Bagian yang mampu mengawal secara berkelanjutan terhadap 

data dan informasi yang telah dikumpulkan, memastikan pelaksanaan 

regulasi berjalan sesuai ketentuan, serta melakukan evaluasi terhadap 

efektivitas regulasi tersebut. Kepala Bagian memiliki peran dalam 

merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk disampaikan 

kepada para Komisioner sebagai penanggung jawab, dan kepada 

Sekretaris KPI Pusat sebagai pihak yang memberikan dukungan 

administratif dan fasilitasi, agar seluruh kebijakan dapat 

diimplementasikan secara optimal.   

4. Tekanan dari Industri Penyiaran 

Industri penyiaran memiliki kepentingan ekonomi yang sangat kuat, 

sehingga tidak jarang terjadi tekanan terhadap regulasi yang ditetapkan 

oleh KPI. Tekanan tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik 

secara langsung maupun tidak langsung, terutama terkait dengan proses 

pengawasan penyiaran dan penegakan aturan yang dijalankan oleh KPI. 

Situasi ini menuntut KPI untuk memiliki ketegasan, integritas, serta 

sistem pengawasan yang solid agar regulasi tetap dapat ditegakkan 

secara konsisten, objektif, dan independen, tanpa terpengaruh oleh 

kepentingan ekonomi dari pelaku industri penyiaran. 

5. Perlunya Reformasi Birokrasi 

Sebagai lembaga independen, KPI tetap dan harus senantiasa mengikuti 

standar reformasi birokrasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

Penerapan prinsip-prinsip reformasi birokrasi menjadi landasan penting 

bagi KPI dalam menjalankan tugas pelayanan publik dan pengawasan 

penyiaran. Dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan 

profesionalisme, KPI diharapkan mampu menjaga kepercayaan publik 



 

 

 

 

sekaligus memastikan bahwa seluruh proses pengawasan terhadap 

penyiaran berlangsung secara adil, objektif, dan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dengan mempertimbangkan kompleksitas persoalan dan tantangan 

yang dihadapi sebagaimana pada uraian diatas, organisasi memerlukan 

keberadaan pejabat pada level Eselon III (Kepala Bagian) yang dapat 

membantu mendistribusikan tanggung jawab, serta mengawal, 

mengomunikasikan, dan mengoordinasikan berbagai hal antara pimpinan 

Komisioner dan Sekretaris KPI Pusat. Peran pejabat Eselon III mencakup 

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pemenuhan 

kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia di bagian atau 

bidang yang ada. Tanpa adanya pejabat Eselon III, beban tugas yang 

diemban oleh Eselon II sebagai pimpinan satuan kerja menjadi sangat 

berat, karena hampir seluruh tanggung jawab dan pengambilan keputusan 

strategis bermuara secara langsung pada Eselon II. Hal ini dapat 

menghambat efektivitas dan efisiensi dalam pengambilan keputusan serta 

mengurangi fokus Eselon II pada tugas-tugas yang lebih besar dan lebih 

strategis. Dengan adanya pejabat Eselon III yang berperan sebagai midle 

manager, diharapkan dapat membantu mengelola dan medistribusikan 

beban kerja, sehingga tugas dan tanggung jawab Eselon II dapat dijalankan 

dengan lebih optimal, terstruktur, dan sesuai dengan tujuan organisasi. 

 

1.3  Maksud dan Tujuan 

Maksud dari penyusunan naskah akademik perubahan struktur 

organisasi dan tata kerja (SOTK) Sekretariat KPI Pusat adalah untuk 

menciptakan sebuah organisasi yang lebih efisien dan efektif, sesuai 

dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku. Adapun secara rinci, 

maksud penyusunan naskah akademik ini meliputi beberapa hal sebagai 

berikut: 



 

 

 

 

a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi 

Tujuan utama dari perubahan SOTK adalah memastikan bahwa 

organisasi dapat berjalan secara optimal dengan memaksimalkan 

penggunaan sumber daya yang ada. Hal ini akan mengarah pada 

pengelolaan yang lebih efisien, menghindari pemborosan, serta 

mendukung pencapaian tujuan organisasi secara tepat waktu dan 

sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 

b. Membantu pembagian tugas dan wewenang yang jelas 

Dalam rangka menciptakan struktur yang lebih jelas, perubahan SOTK 

juga bertujuan untuk memastikan bahwa pembagian tugas dan 

wewenang dalam organisasi Sekretariat KPI Pusat dilakukan secara 

sistematis dan terstruktur. Hal ini penting agar setiap anggota 

organisasi mengetahui dengan pasti siapa yang bertanggung jawab 

atas setiap fungsi atau tugas, sehingga tidak terjadi kebingungan dalam 

pelaksanaan pekerjaan dan tanggung jawab yang tumpang tindih. 

c. Menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi 

Seiring dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang 

terus berubah, SOTK perlu disusun agar dapat menyesuaikan diri 

dengan kebutuhan organisasi yang dinamis. Penyusunan ini bertujuan 

untuk memastikan bahwa struktur dan tata kerja yang diterapkan selalu 

relevan dengan situasi dan kondisi yang ada, baik dalam menghadapi 

perubahan regulasi, perkembangan teknologi, maupun tuntutan 

stakeholder. 

d. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar unit kerja/bagian 

Dengan adanya pembagian tugas yang lebih jelas, diharapkan tidak 

terjadi tumpang tindih atau kebingungannya pembagian peran, 

sehingga setiap unit kerja dapat lebih mudah berkolaborasi dan 

berkoordinasi dengan unit lainnya. Hal ini akan meningkatkan efisiensi 

kerja serta memperkuat sinergi di seluruh bagian organisasi. Dampak 

tersebut akan dapat berpegaruh terutama pada masa transisi 

kepemimpinan Komisioner yang baru, di mana stabilitas dan kejelasan 



 

 

 

 

alur kerja sangat dibutuhkan guna menjaga kesinambungan fungsi 

kelembagaan. 

 

e. Menjamin kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku 

Perubahan SOTK ini juga dilakukan dengan tetap mengacu pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk memastikan 

bahwa setiap langkah dan kebijakan organisasi tetap berada dalam 

koridor hukum yang sah. Kepatuhan terhadap regulasi dapat terjaga 

serta organisasi Sekretariat KPI Pusat dapat menjalankan tugas dan 

fungsinya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. 

Adapun tujuan dari penyusunan naskah akademik perubahan 

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Sekretariat KPI Pusat adalah 

untuk menciptakan organisasi yang lebih efektif, efisien, dan responsif 

terhadap kebutuhan serta perkembangan yang ada, baik di tingkat internal 

maupun eksternal. Perubahan ini bertujuan untuk memastikan pembagian 

tugas dan wewenang yang jelas, meningkatkan koordinasi antar unit kerja, 

serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. 

Harapannya, organisasi dapat beroperasi secara optimal, transparan, dan 

akuntabel, mendukung pencapaian tujuan KPI Pusat secara lebih 

terstruktur dan profesional. 

  



 

 

 

 

BAB II 

Analisis Peraturan Perundang- Undangan Terkait 

 

Aspek yuridis yang mendukung perlunya pengubahan Sekretariat 

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Komisi Penyiaran Indonesia 

(KPI) merujuk pada berbagai peraturan perundang-undangan yang 

mengatur kelembagaan, birokrasi, dan penyiaran di Indonesia. Berikut 

beberapa aspek yuridis yang relevan: 

 

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 

KPI merupakan lembaga negara yang bersifat independen dan 

memiliki kewenangan dalam mengawasi penyiaran. KPI sebagai lembaga 

nonstruktural terdiri atas KPI Pusat yang dibentuk di tingkat pemerintahan 

pusat, serta KPI Daerah yang dibentuk di tingkat provinsi. Dalam 

melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajibannya, KPI Pusat 

berada di bawah pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia (DPR RI), sedangkan KPI Daerah berada di bawah pengawasan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi. Sebagai perwujudan 

partisipasi masyarakat, KPI berfungsi untuk mewadahi aspirasi serta 

mewakili kepentingan publik dalam bidang penyiaran. Dalam menjalankan 

fungsinya, KPI mempunyai wewenang: 

a. menetapkan standar program siaran; 

b. menyusun peraturandan menetapkan pedoman perilaku penyiaran; 

c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran 

serta standar program siaran; 

d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman 

perilaku penyiaran serta standar program siaran; 



 

 

 

 

e. melakukan koordinasi dan/atau Kerjasama dengan pemerintah, 

lembaga penyiaran dan Masyarakat;  

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki, KPI merupakan lembaga 

yang memiliki peran strategis dan kompleks. KPI menjalankan fungsi 

sebagai regulator, pengawas pelaksanaan regulasi, serta pemberi sanksi 

atas pelanggaran penyiaran. Selain itu, KPI juga bertugas menjalin 

koordinasi dan kerja sama secara aktif dengan berbagai pihak, termasuk 

pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat. Hal ini bertujuan agar 

seluruh kebijakan dan peraturan yang ditetapkan dapat dipahami serta 

dipatuhi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Peran yang demikian luas 

menjadikan KPI sebagai lembaga yang berfungsi layaknya super body 

dalam sistem penyiaran nasional. 

Namun demikian, dalam praktik pelaksanaannya, KPI masih 

menghadapi kendala struktural yang cukup signifikan. Salah satu persoalan 

utama yang muncul adalah ketiadaan pejabat pada tingkat Eselon III yang 

dapat berperan sebagai perpanjangan tangan pimpinan dalam mewakili 

lembaga secara formal maupun substansial. Ketika kementerian, lembaga 

penyiaran, atau institusi lain mengundang KPI untuk berdiskusi mengenai 

regulasi atau menjalin kerja sama kelembagaan, pimpinan dan Sekretaris 

KPI sering kali mengalami kesulitan dalam menunjuk pejabat teknis yang 

memahami substansi tugas dan fungsi KPI secara komprehensif. Kondisi 

ini menghambat efektivitas koordinasi, memperlambat pengambilan 

keputusan teknis, serta berpotensi menurunkan kualitas respons organisasi 

terhadap dinamika penyiaran yang terus berkembang. Hal ini terjadi karena 

tidak ada lagi jabatan eselon III di Sekretariat KPI. 

 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah 

Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

menimbulkan persoalan yang sangat signifikan terkait dengan fasilitas 



 

 

 

 

dukungan pemerintah daerah provinsi terhadap urusan penyiaran. Dimana 

dalam UU No. 32 Tahun 2002 Pasal 7 ayat 3 menyebutkan bahwa KPI 

terdiri dari KPI Pusat dibentuk di Tingkat pusat dan KPI Daerah di tingkat 

provinsi. Selanjutnya pada Pasal 9 ayat 6 menyebutkan pendanaan KPI 

Pusat berasal dari APBN dan KPI Daerah berasal dari APBD. Urusan 

pemerintahan konkuren adalah urusan yang dibagi antara pemerintah 

pusat dan daerah provinsi dan kabupten/kota. Pada lampiran Undang-

Undang 23 tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah perihal pembagian 

urusan Bidang Komunikasi dan Informatika Sub Urusan Penyelengaraan 

Sumber Daya, dan Perangkat Pos, serta Informatika, disebutkan bahwa 

pengelolaannya ada pada pada pemerintah pusat tidak diserahkan 

atau dibagi ke pemerintah daerah provinsi.  

Berdasarkan penjelasan ini pemerintah daerah melalui Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, 

membubarkan dan menarik semua aset pada kesekretariatan KPI Daerah 

di seluruh Indonesia, yang mana pada waktu itu posisi Kepala Sekretariat 

KPI Daerah ada pada jabatan Eselon III dengan didukung 4 Subagian 

Eselon IV. Pada tahun 2017 sampai tahun 2018 secara praktis tugas dan 

fungsi KPI di Daerah tidak berjalan, seperti pengawasan televisi dan radio 

serta layanan pengaduan Masyarakat terhadap pelanggaran konten siaran 

tidak bisa ditangani. Sedangkan dampak yang dirasakan pada Sekretariat 

KPI Pusat adalah karena tidak ada lagi pejabat pada level Eselon III yang 

menjalankan serta mengawal tugas dan fungsi KPI pada masing-masing 

bidang (Bid. Kelembagaan, Bid. Isi Siaran, dan Bid. Penyelenggaran 

Kebijakan dan Sistem Penyiaran) alur koordinasi dan komunikasi dengan 

para komisioner KPI Daerah seluruh Indonesia tertumpu semua pada 

Sekretaris KPI Pusat.            

  



 

 

 

 

3. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01 Tahun 2024 

tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Penyiaran Indonesia 

Dalam PKPI Nomor 1 Tahun 2024 tersebut menyebutkan bahwa 

Sekretariat KPI adalah kelengkapan kelembagaan sebagai pelaksana 

tugas dan fungsi kesekretariatan yang merupakan alat perangkat 

pemerintah pusat maupun daerah untuk melaksanakan dukungan dan/atau 

fasilitasi pelayanan teknis dan administratif KPI. Saat ini alat perangkat 

pemerintah pusat yang mewakili Kesekretariatan KPI Pusat ada dibawah 

Kementerian Komunikasi dan Digital, sedangkan dukungan dari pemerintah 

daerah provinsi Kesekretariatannya tidak ada lagi sejak terbitnya UU No. 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No.18 tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah.    

Selanjutnya pada Pasal 19 ayat 3 menyebutkan bahwa Sekretariat 

KPI Pusat secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Ketua KPI Pusat, dan secara administratif bertanggung jawab 

kepada Sekretaris Jenderal Kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Pada Pasal 20 ayat 1 

menyebutkan bahwa Sekretariat KPI Pusat dipimpin oleh Sekretaris. 

Adapun tugas dari Sekretaiat KPI Pusat adalah menyelenggarakan 

kesekretariatan dengan fungsi: 

a. penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan; 

b. penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum KPI; 

c. pelaksanaan hubungan masyarakat dan Kerjasama; 

d. pelaksanaan verifikasi dan dokumentasi perizinan penyelenggaraan 

penyiaran; (sejak ada UU Cipta Kerja fungsi ini tidak ada lagi di KPI) 

e. pengelolaan data dan informasi 

Untuk kondisi saat ini, berdasarkan struktur organisasi yang berlaku, 

Sekretaris KPI Pusat berada di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal 

Kementerian Komunikasi dan Digital. Posisi ini secara fungsional dan 



 

 

 

 

teknis-administratif memungkinkan pelaksanaan tugas-tugas Sekretariat 

KPI Pusat berjalan secara tertib dan sesuai prosedur. Hubungan struktural 

ini juga memberikan dukungan dalam hal pembinaan kepegawaian, 

pengelolaan anggaran, serta pelaksanaan urusan administrasi umum 

lainnya yang diperlukan untuk mendukung kelancaran operasional 

lembaga. Meskipun demikian, dengan semakin berkembangnya tantangan 

di bidang penyiaran dan meningkatnya beban kerja kelembagaan, posisi 

struktural ini tetap memerlukan penguatan dari sisi organisasi internal KPI, 

terutama dalam hal distribusi tanggung jawab dan pelibatan pejabat teknis 

di berbagai level agar pelaksanaan fungsi dapat berjalan lebih optimal.    

 

4. Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian 

Komunikasi dan Digital 

Perpres ini secara resmi menggantikan Kementerian Komunikasi 

dan Informatika (Kominfo) menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital 

(Komdigi). Tidak hanya nomenklatur kementerian saja yang berubah, 

namun restrukturisasi kelembagaan ini turut diiringi dengan penambahan 

beberapa Direktorat Jenderal yang memiliki mandat lebih spesifik terhadap 

isu-isu digital seperti infrastruktur digital, pengawasan ruang digital, 

pelindungan data pribadi, serta ekosistem dan teknologi pemerintahan 

digital.  

Substansi perubahan ini juga berimplikasi pada perluasan fungsi 

koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan Komisi Penyiaran Indonesia 

(KPI). Penambahan tugas-tugas baru di bidang pengawasan ruang 

penyiaran digital dan komunikasi publik ukup berdampak pada peningkatan 

beban kerja di lingkungan Sekretariat KPI, khususnya dalam memastikan 

bahwa peran kelembagaan tetap sejalan dengan kebijakan yang tengah 

dikembangkan oleh Komdigi. 

 

 



 

 

 

 

5. Peraturan terkait Reformasi Birokrasi 

a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (ASN) 

✔ Menekankan efisiensi organisasi dalam lembaga pemerintah 

dan lembaga negara. 

✔ Mendorong reformasi struktur organisasi agar lebih efektif dan 

efisien. 

b) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah 

✔ Menjadi rujukan dalam penyusunan struktur organisasi di 

tingkat daerah, yang juga relevan bagi KPI Daerah. 

c) Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan 

Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih 

Periode 2024-2029 

✔ Perpres ini mengatur mengenai penataan tugas dan fungsi 

Kementerian negara cabinet merah putih periode 2024-2029. 

Menegaskan prinsip efektivitas, efisiensi, dan sinkronisasi 

dalam perubahan struktur organisasi lembaga negara. 

 

6. Peraturan Keuangan dan Pengelolaan Anggaran 

a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara 

✔ Mengatur pengelolaan anggaran dalam lembaga negara 

termasuk KPI, sehingga perubahan SOTK harus 

mempertimbangkan aspek anggaran. 

b) Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya dan 

Pengelolaan Keuangan Lembaga Negara 

✔ Perubahan struktur harus mempertimbangkan alokasi 

anggaran yang tersedia. 



 

 

 

 

7. Peraturan tentang Efisiensi dan Digitalisasi Pemerintahan 

a) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 

✔ Mendorong efisiensi birokrasi dengan digitalisasi, yang dapat 

berdampak pada perubahan struktur organisasi KPI. 

 

Berdasarkan penjelasan mengenai aspek yuridis yang telah 

diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa usulan perubahan 

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Sekretariat KPI Pusat memiliki 

dasar hukum yang kuat dan legitimatif. Landasan yuridis tersebut 

mencakup ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang kelembagaan penyiaran, organisasi pemerintahan, serta 

manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara. Dengan merujuk 

pada dasar hukum yang berlaku, perubahan ini tidak hanya sah secara 

administratif, tetapi juga mencerminkan upaya untuk memperkuat tata 

kelola kelembagaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan 

transparansi. 

Lebih lanjut, perubahan SOTK ini diajukan sebagai respons terhadap 

kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas 

di lingkungan Sekretariat KPI Pusat. Dalam konteks dinamika penyiaran 

nasional yang semakin kompleks dan berkembang pesat, struktur 

organisasi yang adaptif dan responsif menjadi sebuah keniscayaan. 

Penyesuaian ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan 

fungsi kelembagaan—baik dalam aspek pelayanan administratif maupun 

dukungan teknis terhadap tugas-tugas pengawasan dan pengambilan 

kebijakan oleh KPI—dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, 

perubahan SOTK ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat 

kapasitas kelembagaan dalam menjawab tantangan penyiaran nasional di 

era digital. 

  



 

 

 

 

BAB III 

Deskripsi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat 

yang akan diubah 

 

III.1  Tugas dan Fungsi ekretariat KPI Pusat  

Sekretariat KPI Pusat merupakan unsur pendukung kelembagaan 

yang memiliki tugas utama dalam menyelenggarakan pelayanan teknis dan 

administratif bagi KPI Pusat dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi 

dan kewenangannya. Secara fungsional, Sekretariat berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Ketua KPI Pusat, sedangkan dari aspek 

administratif, pertanggungjawaban berada pada Sekretaris Jenderal 

Kementerian Komunikasi dan Digital.  

Sekretariat KPI Pusat dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut 

Sekretaris. Dalam menjalankan tugas tersebut Sekretariat Komisi 

Penyiaran Indonesia Pusat menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan; 

b. Penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum KPI; 

c. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama; 

d. Pengelolaan data dan informasi; 

e. Fasilitasi kegiatan pemantauan dan pengaduan sebagaimana diatur 

dalamperundang-undangan; 

f. Fasilitasi penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan; dan 

g. Pelaksanaan urusan keuangan, perlengkapan, kerumahtanggan, 

ketatausahaan, dan kepegawaian. 

 



 

 

 

 

III.2 Kedudukan Sekretariat KPI Pusat dalam Kementerian 

Komunikasi dan Digital.  

KPI memiliki dua Tingkat kelembagaan, yaitu KPI Pusat dan KPI 

Daerah. Meskipun KPI merupakan lembaga independen, Sekretariat KPI 

Pusat berada dibawah dan dikoordinasikan oleh Kementerian Komunikasi 

dan Digital (Komdigi) melalui Sekretariat Jenderal. 

Sekretariat KPI Pusat memiliki peran administratif dan operasional 

dalam mendukung pelaksanaan tugas KPI Pusat, diantaranya: 

a. Dukungan Administrasi 🡪 mengelola kegiatan internal KPI, termasuk 

kepegawaian, keuangan, dan perencanaan. 

b. Koordinasi Kebijakan 🡪 menghubungkan KPI dengan Komdigi dan 

lembaga lain terkait kebijakan penyiaran. 

c. Penyediaan Sarana dan Prasarana 🡪 menyediakan infratsruktur 

pendukung operasional KPI. 

d. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi 🡪 mengelola data dan 

dokumen terkait regulasi dan pengawasan penyiaran. 

Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretariat KPI Pusat memiliki pola 

koordinasi yang melibatkan beberapa pihak dalam struktur Kemenkomdigi 

dan lembaga lain: 

1. Kementerian Komunikasi dan Digital (Melalui Sekjen) 

● Menyediakan anggaran dan fasilitas bagi Sekretariat KPI Pusat. 

● Mengkoordinasikan kebijakan penyiaran nasional agar selaras 

dengan regulasi yang ada.  

● Berkmunikasi dengan KPI terkait regulasi dan perizinan lembaga 

penyiaran 

2. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat 

● Menjalankan fungsi pengawasan isi siaran televisi dan radio secara 

nasional. 



 

 

 

 

● Menyusun regulasi penyiaran yang tidak bertentangan dengan 

kebijakan Kemenkomdigi. 

● Melakukan koordinasi dengan KPI Daerah dalam pengawasan 

penyiaran di wilayah masing-masing. 

3. KPI Daerah (KPID) 

● Berkoordinasi dengan KPI Pusat dan pemerintah daerah dalam 

mengawasi penyiaran lokal/daerah. 

● Melaporkan pelanggaran siaran yang terjadi di daerah kepada KPI 

Pusat. 

4. Lembaga Penyiaran (TV dan Radio) 

● Wajib menaati regulasi penyiaran yang ditetapkan oleh KPI dan 

kemkomdigi. 

● Berkoordinasi degan KPI terkait standar konten siaran. 

5. Lembaga dan Instansi Lain (Dewan Pers, Komnas HAM, BNPT, KPPA, 

MUI, dll)   

● KPI melakukan kerjasama dengan lembaga lain dalam hal regulasi 

dan pengawasan isi siaran, terutama terkait etika jurnalistik, hak 

azazi manusia, teroris, isu SARA, anak, dan lain-lain. 

III.3 Beban Kerja dan Rencana Alokasi Kepegawaian  

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap 

konten siaran, KPI Pusat tidak hanya membutuhkan dukungan anggaran 

yang memadai, tetapi juga sumber daya manusia (SDM) yang kompeten 

dan profesional. SDM yang unggul menjadi penentu utama dalam menjamin 

kelancaran pelaksanaan fungsi kelembagaan, baik dalam aspek 

pengawasan, pelayanan publik, maupun pengambilan kebijakan strategis 

di bidang penyiaran. 

Dukungan SDM ini erat kaitannya dengan pengelolaan dan 

pengembangan SDM di lingkungan Sekretariat KPI Pusat. Pengelolaan 

SDM mencakup berbagai hal penting seperti analisis perencanaan dan 

kebutuhan pegawai, manajemen kinerja, serta perencanaan karier. 



 

 

 

 

Sementara itu, pengembangan SDM meliputi penyelenggaraan pendidikan 

dan pelatihan, peningkatan kesejahteraan pegawai, serta penciptaan 

lingkungan kerja yang kondusif. 

Analisis perencanaan dan kebutuhan pegawai merupakan langkah 

awal yang penting untuk menentukan jumlah dan jenis pegawai sesuai 

kebutuhan organisasi yang tersusun dalam analisis jabatan dan beban 

kerja. Analisis jabatan dilakukan untuk mengidentifikasi tugas, tanggung 

jawab, dan persyaratan suatu jabatan sebagai dasar pengambilan 

keputusan kepegawaian. Sementara itu, analisis beban kerja digunakan 

untuk mengukur volume tugas yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 

tertentu, disesuaikan dengan jenis pekerjaan, tingkat kesulitan, dan sumber 

daya yang tersedia. 

Saat ini, jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat KPI Pusat tercatat 

sebanyak 224 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 29 orang merupakan 

Pegawai Negeri Sipil (PNS), 1 orang berstatus sebagai Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan sebanyak 194 orang 

merupakan pegawai non-ASN yang berstatus sebagai Pegawai Pemerintah 

Non-Pegawai Negeri (PPNPN). Komposisi tersebut menunjukkan bahwa 

sebagian besar tenaga kerja di lingkungan Sekretariat KPI Pusat masih 

didominasi oleh PPNPN.  

 Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 

tentang Aparatur Sipil Negara yang menghapuskan status pegawai non-

ASN, para Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN) di 

lingkungan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat telah 

mengikuti proses seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja (PPPK). Pelaksanaan seleksi ini merupakan bagian dari 

upaya penyesuaian struktur kepegawaian agar sejalan dengan regulasi 

nasional serta untuk menjamin kepastian status dan perlindungan hukum 

bagi pegawai yang selama ini menjalankan tugas pelayanan dan dukungan 

teknis kelembagaan. Adapun komposisi para pegawai tersebut telah di 

petakan berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika 



 

 

 

 

nomor 290 tahun 2024 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian 

dan Informatika sebagaimana pada tabel sebagai berikut: 

Nomenklatur Jabatan 

Keputusan Menteri Kominfo  

Nomor 290 Tahun 2024 

ABK Bezzetting +/- 

Arsiparis – Ahli Muda 1 0 1 

Arsiparis – Ahli Pertama 2 1 1 

Arsiparis – Penyelia 1 0 1 

Arsiparis – Mahir 1 0 1 

Arsiparis – Terampil 1 0 1 

Analis SDM Aparatur – Ahli Muda 1 0 1 

Analis SDM Aparatur – Ahli Pertama 1 0 1 

Perencana – Ahli Madya  1 0 1 

Perencana – Ahli Muda 1 1 0 

Perencana – Ahli Pertama 1 0 1 

Perancang Peraturan Perundang-Undangan – Ahli Pertama 1 0 1 

Analis Hukum – Ahli Muda 1 0 1 

Analis Hukum – Ahli Pertama 2 0 2 

Analis Kebijakan – Ahli Madya 1 1 0 

Analis Kebijakan – Ahli Muda 1 1 0 

Analis Kebijakan – Ahli Pertama 2 0 2 

Pranata Humas – Ahli Muda 2 1 1 

Pranata Humas – Ahli Pertama 3 2 1 

Pranata Komputer – Ahli Muda 2 0 2 

Pranata Komputer – Ahli Pertama 2 1 1 

Analis Pengelolaan Keuangan APBN – Ahli Muda 1 1 0 

Analis Pengelolaan Keuangan APBN – Ahli Pertama 1 0 1 

Pranata Keuangan APBN – Terampil 1 1 0 

Penelaah Teknis Kebijakan 13 13 0 



 

 

 

 

Pengolah Data dan Informasi 5 5 0 

Pengelola Layanan Operasional  6 1 5 

Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan 1 1 0 

Pengadministasi Perkantoran 2 0 2 

Penata Layanan Operasional 179 0 179 

Operator Layanan Operasional 2 0 2 

Total 239 30 209 

 

Pada semester 2 (dua) tahun 2024, setelah ditetapkannya 

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 290 tahun 2024 

tersebut, terdapat sejumlah pegawai ASN yang mengikuti Ujian Kompetensi 

untuk perpindahan jabatan ke jabatan fungsional. Dengan demikian, maka 

jumlah pegawai ASN di Sekretariat KPI adalah sebagai berikut:  

I. Jabatan Tinggi Pratama : 1 pegawai 

II. Jabatan Fungsional 

- Ahli Madya : 1 pegawai 

- Ahli Muda : 5 pegawai 

- Ahli Pertama : 8 pegawai 

- Terampil : 1 pegawai 

III. Jabatan Pelaksana : 14 pegawai 

Selain pegawai ASN, terdapat pula pegawai Non-ASN dimana dari 

194 PPNPN di Sekretariat KPI, sebagian besar pegawai telah dinyatakan 

lulus seleksi Kompetensi PPPK. Adapun penjelasan terkait kondisi dan 

proses pelaksanaan seleksi PPPK tersebut adalah sebagai berikut:  

I. Periode I 🡪 123 pegawai telah mengikuti Seleksi Kompetensi dan 

sedang menunggu penetapan NI PPPK; 

II. Periode II  🡪 32 pegawai telah melaksanakan tahap seleksi 

administrasi dan dinyatakan memenuhi syarat; 



 

 

 

 

III. Tidak Mengikuti Tes 🡪 39 pegawai dikarenakan belum memenuhi 

minimum masa kerja yang dipersyaratkan. 

Pegawai yang telah dinyatakan lulus seleksi kompetensi PPPK akan 

menempati beberapa formasi jabatan dengan rincian sebagai berikut:  

No. Nomenklatur Jabatan Periode 

I 

Periode II 
(proses seleksi) 

Kebutuhan Kurang 

1.  Operator layanan 

Operasional 

1 1 2 0 

2.  Pengadministrasi 

Perkantoran 

2 0 2 0 

3.  Pengelola layanan 

Operasional 

5 0 5 0 

4.  Penata Layanan Operasional 123 32 179 24 

 

Keterbatasan sumber daya manusia dan belum adanya pembagian 

porsi kerja yang proporsional antar bidang menyebabkan beban kerja di 

lingkungan Sekretariat KPI semakin berat. Ketidaksesuaian antara jumlah 

dan kompetensi SDM dengan tugas dan fungsi (tusi) yang harus dijalankan 

oleh masing-masing tim kerja menjadi tantangan tersendiri. Penempatan 

personel dalam tim kerja belum dapat mempertimbangkan latar belakang 

pendidikan, pengalaman kerja, maupun kompetensi teknis pegawai secara 

optimal. Akibatnya, sejumlah pejabat pelaksana merasa tidak memiliki arah 

atau pedoman yang jelas dalam menjalankan tugasnya. Bahkan, terdapat 

pegawai yang ditunjuk sebagai ketua tim di bidang yang tidak sesuai 

dengan keahlian atau pengalaman profesionalnya, yang pada gilirannya 

menurunkan efektivitas kerja tim serta menghambat pencapaian target dan 

output program secara keseluruhan. 

Pembagian tim kerja di lingkungan Sekretariat KPI dapat dilihat 

secara lebih rinci pada tabel berikut: 

No Nama Tim Kerja Lingkup Tugas Hasil Kerja 



 

 

 

 

1 Tim Bidang  

Isi Siaran 

 

 

Bezzeting:  pegawai 

Kebutuhan: pegawai 

a. Penyusunan Data dan 

Informasi Jadwal Kerja 

Pengawasan dan 

Pemantauan 

b. Penyusunan dan 

Pengelolaan Data dan 

Informasi Potensi 

Pelanggaran Televisi 

Digital Teresterial 

berdasarkan Hasil 

Pemantauan. 

c. Penyusunan dan 

Pengelolaan Data dan 

Informasi Potensi 

Pelanggaran Lembaga 

Penyiaran 

Berlangganan 

berdasarkan Hasil 

Pemantauan. 

d. Penyusunan dan 

Pengelolaan Data dan 

Informasi Potensi 

Pelanggaran Radio 

berdasarkan Hasil 

Pemantauan. 

e. Penyusunan Laporan 

Pemantauan 

f. Penyempurnaan 

Deskripsi Temuan 

Potensi Pelanggaran 

Isi Siaran 

g. Penyematan Program 

Acara pada setiap 

Temuan 

h. Pengelolaan dan 

Pengelompokkan Iklan 

a. Dokumen Data dan 

Informasi Jadwal 

Kerja Pengawai 

Pemantauan 

b. Dokumen Data dan 

Informasi Potensi 

Pelanggaran Televisi 

Digital Teresterial 

c. Dokumen Data dan 

Informasi Potensi 

Pelanggaran 

Lembaga Penyiaran 

Berlangganan 

d. Dokumen Data dan 

Informasi Potensi 

Pelanggaran Radio 

e. Dokumen Hasil 

Deskripsi Temuan 

Potensi Pelanggaran 

Isi Siaran 

f. Dokumen Hasil 

Penyematan 

Program Acara pada 

setiap Temuan 

g. Dokumen 

Pengelompokkan 

Iklan Berdasarkan 

Jenis Iklan 

h. Rekaman Tayangan 

Harian Berdasarkan 

Program Acara 

i. Rekaman Tayangan 

j. Dokumen Hasil 

Penerimaan dan 

Pengelolaan 

Pengaduan 

Masyarakat 



 

 

 

 

Berdasarkan Jenis 

Iklan 

i. Pemotongan 

Tayangan Harian 

Berdasarkan Program 

Acara 

j. Penyiapan Rekaman 

Tayangan untuk 

Kebutuhan Tim Kajian 

ataupun Kebutuhan 

Sanksi  

k. Penerimaan dan 

Pengelolaan 

Pengaduan 

Masyarakat secara 

tatap muka, surat 

masuk, telepon, email, 

website, sms, 

whatsapp, facebook, 

instagram, twitter, 

Lapor SP4N, dan 

Saran  

l. Penyusunan dan 

Pengelolaan Data dan 

Informasi Potensi 

Pelanggaran Televisi 

Digital Teresterial 

berdasarkan Hasil 

Pengaduan 

Masyarakat. 

m. Penyusunan dan 

Pengelolaan Data dan 

Informasi Potensi 

Pelanggaran Lembaga 

Penyiaran 

k. Dokumen Data dan 

Informasi Potensi 

Pelanggaran Televisi 

Digital Teresterial 

l. Dokumen Data dan 

Informasi Potensi 

Pelanggaran 

Lembaga Penyiaran 

Berlangganan 

m. Dokumen Data dan 

Informasi Potensi 

Pelanggaran Radio  

n. Laporan Pengaduan 

Masyarakat setiap 

Bulan 

o. Dokumen Draf Surat 

Sanksi Administrasi 

p. Dokumen Surat 

Tindak Lanjut 

q. Laporan Data dan 

Informasi 

Jadwal/Agenda 

Rapat Isi Siaran 

r. Laporan Data dan 

Informasi 

Jadwal/Agenda 

Rapat Penjatuhan 

Sanksi 

s. Laporan Data dan 

Informasi Hasil 

Rapat Isi Siaran 

t. Laporan Data dan 

Informasi Hasil 

Rapat Penjatuhan 

Sanksi 



 

 

 

 

Berlangganan 

berdasarkan Hasil 

Pengaduan 

Masyarakat. 

n. Penyusunan dan 

Pengelolaan Data dan 

Informasi Potensi 

Pelanggaran Radio 

berdasarkan Hasil 

Pengaduan 

Masyarakat. 

o. Penyusunan Laporan 

Pengaduan 

Masyarakat 

p. Penyusunan dan 

Pembuatan Draf Surat 

Sanksi Administratif 

Hasil Pleno 

Penjatuhan Sanksi 

q. Penyusunan dan 

Pembuatan Surat 

Tindak Lanjut Hasil 

Pleno Penjatuhan 

Sanksi 

r. Penyusunan Data dan 

Informasi Jadwal/ 

Agenda Rapat Isi 

Siaran 

s. Penyusunan Data dan 

Informasi Jadwal/ 

Agenda Rapat 

Penjatuhan Sanksi 

t. Pengelolaan dan 

Pendokumentasian 

u. Dokumen Bahan 

Pembinaan, Mediasi, 

dan Klarifikasi 

v. Laporan Data dan 

Informasi Jumlah 

Pelanggaran/Sanksi

kepada Lembaga 

Penyiaran  

w. Laporan Data dan 

Informasi Jumlah 

Pembinaan, Mediasi, 

dan Klarifikasi 

x. Laporan Penjatuhan 

Sanksi setiap Bulan  



 

 

 

 

Data dan Informasi 

Hasil Rapat Isi Siaran 

u. Pengelolaan dan 

Pendokumentasian 

Data dan Informasi 

Hasil Rapat 

Penjatuhan Sanksi 

v. Pengelolaan Bahan 

Rapat untuk 

Pembinaan, Mediasi, 

dan Klarifikasi 

w. Pengelolaan dan 

Pendokumentasian 

Data dan Informasi 

Jumlah Pelanggaran/ 

Sanksi kepada 

Lembaga Penyiaran 

x. Pengelolaan dan 

Pendokumentasian 

Data dan Informasi 

Jumlah Pembinaan, 

Mediasi, dan Klarifikasi 

y. Penyusunan Laporan 

Penjatuhan Sanksi 

 

2 Tim Bidang 

Pengembangan 

Kebijakan dan 

Sistem Penyiaran 

 

 

a. Pengelolaan Data 

Lembaga Penyiaran 

Televisi dan Radio 

b. Penyusunan Bahan 

Kebijakan KPI 

c. Penyiapan Bahan 

Indeks Kualitas 

Program Siaran 

Televisi 

a. Dokumen Data 

Lembaga Penyiaran 

Televisi dan Radio 

b. Dokumen Kebijakan 

KPI  

c. Dokumen Indeks 

Kualitas Program 

Siaran Televisi 

d. Dokumen Evaluasi 

Laporan Tahunan 



 

 

 

 

d. Penyusunan Bahan 

Evaluasi Laporan 

Tahunan terhadap 

Lembaga Penyiaran 

e. Penyusunan 

Rekomendasi 

Rencana Program dan 

Kegiatan KPI 

f. Penyusunan Laporan 

Pengembangan 

Kebijakan dan Sistem 

Penyiaran 

e. Dokumen Rencana 

Program dan 

Rekomendasi 

Kegiatan  

f. Laporan 

Pengembangan 

Kebijakan dan 

Sistem Penyiaran 

3 Tim Bidang 

Kelembagaan 

 

 

a. Kerja Sama KPI 

dengan Pemerintah, 

Lembaga, dan 

Masyarakat 

b. Sosialisasi dan 

Edukasi Komunikasi 

Publik 

c. Rapat Koordinasi 

Nasional dan Hari 

Penyiaran Nasional 

d. Konferensi Penyiaran 

e. Pengembangan SDM 

dan Kelembagaan KPI  

 

a. Laporan 

Penyelenggaraan 

Kerja Sama 

b. Laporan Literasi 

Media 

c. Dokumen Hasil 

Rapat Koordinasi 

Nasional dan Hari 

Penyiaran Nasional 

d. Dokumen Laporan 

Penyelenggaraan 

Konferensi 

Penyiaran 

e. Dokumen 

Pengembangan 

SDM Kelembagaan 

KPI 

4 Tim Manajemen 

SDM, Organisasi, 

dan Tata Laksana 

 

 

a. Pengelolaan 

Administrasi 

Kepegawaian 

b. Pengembangan 

Kompetensi SDM 

a. Laporan Pengadaan 

dan Penempatan 

Pegawai KPI 

b. Dokumen 

Pengembangan 



 

 

 

 

c. Penataan Organisasi 

dan Tata Laksana 

d. Pembinaan Jabatan 

Fungsional 

e. Pengelolaan 

Kearsipan 

f. Pengelolaan Tata 

Usaha 

g. Koordinasi Asisten 

dan Sekretaris 

Pimpinan 

Kompetensi 

Pegawai KPI 

c. Dokumen 

Pengelolaan Data, 

Informasi, dan Arsip 

Kepegawaian KPI 

d. Dokumen 

Pelaksanaan 

Administrasi 

Pegawai KPI 

e. Dokumen 

Pengelolaan 

Manajemen Kinerja 

Pegawai KPI 

f. Dokumen 

Pembinaan Disiplin 

Pegawai KPI 

g. Dokumen Pemetaan 

Kompetensi dan 

Manajemen Telenta 

SDM di Lingkungan 

Sekretariat KPI 

h. Konsep Tugas dan 

Fungsi serta 

Struktur Organisasi 

Eselon II 

i. Dokumen 

Pengelolaan 

Kearsipan sesuai 

Pedoman yang 

berlaku 

5 Tim Pelayanan 

Informasi dan 

Kehumasan 

 

 

a. Penyelenggaraan 

penerbitan Materi 

Pelayanan Informasi di 

Media Cetak, Media 

Daring (Online) dan 

a. Terselenggaranya 

Penerbitan Materi 

Pelayanan Informasi 

di Media Cetak, 

Media Daring 



 

 

 

 

Elektronik 

b. Penyelenggaraan 

Kegiatan Pelayanan 

Informasi dan 

Kehumasan yang 

bersifat Program, 

Rutin, dan Berkala 

c. Penyelenggaraan 

Kegiatan Pertemuan 

dengan Kalangan 

Media atau Pers 

d. Penyelenggaraan 

Pelayanan Informasi 

dan Kehumasan dalam 

rangka Hubungan 

Internal dan Eksternal 

e. Pendampingan 

Kunjungan Kerja atau 

Acara Seremonial 

Pimpinan 

(Online) dan 

Elektronik 

b. Terselenggaranya 

Kegiatan Pelayanan 

Informasi dan 

Kehumasan yang 

bersifat Program, 

Rutin, dan Berkala 

c. Terselenggaranya 

Kegiatan Pertemuan 

dengan Kalangan 

Media atau Pers 

d. Terselenggaranya 

Pelayanan Informasi 

dan Kehumasan 

dalam rangka 

Hubungan Internal 

dan Eksternal 

e. Laporan Kunjungan 

Kerja atau Acara 

Seremonial 

Pimpinan 

6 Tim Hukum dan 

Kerja Sama 

 

 

a. Penyusunan 

Rancangan Peraturan 

Perundang-undangan 

KPI 

b. Kajian dan Advokasi 

Hukum 

c. Penyusunan 

Dokumen Litigasi dan 

Pendampingan 

Hukum 

d. Kerja Sama Nasional 

dan Internasional 

e. Inventarisasi 

Peraturan di Bidang 

Penyiaran 

a. Rancangan 

Peraturan 

Perundang-

undangan KPI 

b. Rancangan 

Keputusan/Surat 

Edaran/ Pedoman di 

KPI 

c. Laporan Litigasi dan 

Pendampingan 

Hukum  

d. Kajian Hukum dan 

Dokumen Litigasi 

maupun Non-

Litigasi 



 

 

 

 

e. Draf MoU dan 

Perjanjian Kerjasama 

f. Dokumen Regulasi 

tentang Penyiaran 

 

 

7 Tim Perencanaan 

Program dan 

Pelaporan 

 

 

a. Penyiapan Bahan dan 

Perencanaan 

Program Kerja serta 

Rencana Pembiayaan 

b. Penyiapan Bahan 

Penyusunan RKAKL 

c. Penyiapan Bahan 

Monitoring, Evaluasi 

Program dan 

Pengendalian Internal 

d. Penyiapan Bahan 

e. Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) 

KPI Pusat 

f. Penyiapan Bahan 

Revisi Anggaran 

a. Dokumen 

RENSTRA KPI 

Pusat 

b. Dokumen RENJA 

KPI Pusat 

c. Dokumen PK 

Eselon II Sekretariat 

KPI Pusat 

d. Dokumen RKAKL 

Sekretariat KPI 

Pusat 

e. Dokumen Monev 

Kinerja 

(BAPPENAS, 

PANTAU) KPI Pusat 

f. Dokumen 

Manajemen Resiko 

KPI Pusat  

g. Laporan 

Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah 

(LAKIP) KPI Pusat 

h. Dokumen Revisi 

Anggaran 

8 Tim Keuangan 

 

 

1) Pelaksanaan 

Anggaran 

Perbendaharaan 

2) Penyusunan Laporan 

Keuangan danTindak 

Lanjut Temuan 

Auditor (BPK dan 

a. Dokumen Realisasi 

Anggaran KPI Pusat 

b. Dokumen Rencana 

Penarikan Dana KPI 

Pusat 

c. Dokumen 

Pertanggung 



 

 

 

 

Itjen) jawaban Keuangan 

KPI Pusat 

d. Dokumen Laporan 

Pajak 

e. Dokumen Proposal 

dan Target PNBP 

f. Laporan Keuangan 

pada Tingkat 

UAKPA Sekretariat 

KPI Pusat  

g. Dokumen 

Penyelesaian Tindak 

Lanjut atas Temuan 

BPK 

h. Laporan Capaian 

Output 

9 Tim Perlengkapan 

dan Rumah Tangga  

 

 

a. Pengelolaan Barang 

Milik Negara (BMN) 

b. Pengelolaan 

Pengadaan 

Barang/Jasa (PBJ) 

c. Pengelolaan 

Operasional Kantor 

dan Pimpinan 

 

a. Dokumen Rencana 

Kebutuhan Barang 

Milik Negara 

(RKBMN) sesuai 

ketentuan 

b. Laporan Barang 

Milik Negara (BMN) 

yang memadai 

sesuai ketentuan 

c. Dokumen 

Penetapan Status 

Penggunaan BMN 

sesuai ketentuan 

d. Dokumen 

Penghapusan BMN 

sesuai ketentuan 

e. Dokumen Rencana 

Umum Pengadaan 

(RUP) 



 

 

 

 

f. Laporan 

Pelaksanaan 

Pengadaan 

Barang/Jasa 

g. Pelayanan 

Kerumahtanggaan/ 

Pimpinan dan 

Perlengkapan 

Pelayanan dan 

Pemeliharaan 

Kendaraan Dinas 

Operasional 

h. Pemeliharaan dan 

Pengelolaan 

Gedung Kantor 

i. Pengamanan dan 

Kebersihan Gedung 

Kantor 

 

10 Tim Pengelolaan 

Data dan Teknologi 

Informasi 

 

 

a. Pengelolaan Sistem 

Administrator 

b. Pengelolaan Sistem 

Jaringan Komputer 

c. Pengembangan 

Perangkat Lunak 

d. Pengelolaan, 

Permintaan, dan 

Layanan Teknologi 

Informatika 

e. Pengelolaan Sistem 

Pemerintahan 

Berbasis Elektronik 

a. Laporan 

Pengelolaan Katalog 

Layanan Teknologi 

Informasi 

b. Laporan Pengelolaan 

Permintaan dan 

Layanan Teknologi 

Informatika 

c. Dokumen Arsitektur 

Data 

d. Dokumen Hasil 

Backup atau 

Pemulihan Data 

e. Dokumen 

Penggunaan Sistem 

Jaringan Komputer 



 

 

 

 

f. Laporan Monitoring 

Pemeliharaan 

Infrastruktur Teknologi 

Informatika 

g. Laporan Hasil Deteksi 

atau Perbaikan 

Kerusakan Sistem 

Informasi 

h. Buku Petunjuk 

Operasional Program 

Aplikasi Sistem 

Informasi  

i. Dokumen Sistem 

Pemerintahan 

Berbasis Elektronik 

11 Tim Manajemen 

Resiko 

 

 

a. Pengelolaan risiko di 

lingkungan Komisi 

Penyiaran Indonesia  

b. Sosialisasi sistem 

pengelolaan kinerja 

dan risiko di 

lingkungan Komisi 

Penyiaran Indonesia 

c. Monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan 

penyelenggaraan 

Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah di 

lingkungan Komisi 

Penyiaran Indonesia 

a. Matriks identifikasi 

resiko 

b. Dokumen analisis 

resiko 

c. Dokumen evaluasi 

dan perlakuan 

d. Dokumen 

pemantauan 

e. Dokumen rencana 

komunikasi 

konsultasi 

f. Dokumen Evaluasi 

 

Melihat kebutuhan yang muncul dari sistem pengawasan terhadap 

lembaga penyiaran (LP) serta mekanisme pengelolaan pengaduan 

masyarakat yang saat ini berjalan, terdapat sejumlah tantangan yang perlu 

segera direspons melalui penyesuaian terhadap peta jabatan. Penyesuaian 

ini dilakukan untuk menjamin agar setiap fungsi kelembagaan dapat 



 

 

 

 

berjalan secara optimal dan proporsional, sesuai dengan beban kerja dan 

kompleksitas tugas yang dihadapi oleh organisasi. Dalam konteks ini, perlu 

dilakukan pemetaan menyeluruh terhadap formasi jabatan yang masih 

kosong serta pengisian posisi-posisi strategis yang selama ini belum terisi, 

guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan isi siaran, 

penanganan pengaduan publik, serta layanan administratif secara 

menyeluruh. 

Kondisi faktual saat ini mencerminkan adanya kesenjangan antara 

beban kerja organisasi dan alokasi kepegawaian yang tersedia. Pembagian 

tugas tidak selalu disertai dengan perencanaan SDM yang memadai, baik 

dari segi jumlah maupun kualitas personel. Penugasan pegawai yang 

bersifat ad hoc dan lintas fungsi, tanpa perhitungan berbasis analisis 

jabatan dan beban kerja, berpotensi menghambat pencapaian sasaran 

organisasi dan menurunkan efektivitas pelaksanaan program kerja. 

Ketidaksesuaian antara kompetensi pegawai dengan bidang tugas yang 

diberikan juga menimbulkan kebingungan peran (role ambiguity) yang 

berdampak pada rendahnya kinerja individu maupun tim secara 

keseluruhan. 

Sebagai solusi, diperlukan langkah-langkah korektif melalui 

perumusan kebijakan alokasi kepegawaian yang berbasis data dan analisis 

mendalam, baik dalam bentuk analisis jabatan maupun analisis beban 

kerja. Rencana alokasi kepegawaian ke depan harus mempertimbangkan 

peta jabatan terkini, proyeksi kebutuhan riil, serta dinamika fungsi 

kelembagaan di setiap unit kerja. Penyusunan dan penyesuaian struktur 

organisasi yang mengakomodasi kembali jabatan struktural pada level 

manajerial menengah (Eselon III) menjadi salah satu strategi penting. 

Kehadiran jabatan tersebut akan menjembatani proses perencanaan, 

pelaksanaan, hingga pengendalian program kerja, serta mengurangi beban 

koordinasi yang selama ini tertumpu pada pejabat pimpinan tinggi. 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

III.4 Struktur Organisasi  

1. Permenkominfo No 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan tata 

Kerja Sekretariat KPI Pusat 

 

 

2. Permenkominfo No 7 Tahun 2022 tentang Organisasi dan 

tata Kerja Sekretariat KPI Pusat 

 

 

 



 

 

 

 

III.5 Matrik Usulan yang baru  

Hingga saat ini, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah 

mengalami dua kali perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). 

Namun, sejak diberlakukannya SOTK terbaru berdasarkan Peraturan 

Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2022, pelaksanaan 

layanan dukungan manajerial di lingkungan sekretariat menghadapi 

sejumlah hambatan. Salah satu kendala utama terletak pada sudut rentang 

kendali, koordinasi, integrasi, serta fasilitasi program kegiatan Komisioner. 

Ketiadaan jabatan manajerial menengah (seperti Kepala Bagian atau 

Kepala Subbagian) dalam struktur organisasi yang baru telah 

mengakibatkan melambatnya proses koordinasi dan integrasi program 

antara Komisioner dan Sekretariat. Hal ini menyebabkan Komisioner 

mengalami kesulitan dalam menjalin komunikasi terkait pelaksanaan teknis 

kegiatan, penyusunan rencana kerja, revisi program, maupun pengelolaan 

anggaran. 

Selain itu, hilangnya peran manajerial menengah juga turut 

memberikan beban tambahan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama 

(High managerial). Sekretaris KPI dituntut untuk lebih proaktif dalam 

menjembatani komunikasi, baik kepada Komisioner maupun kepada 

pegawai pelaksana, demi menjamin kelancaran pelaksanaan program. 

Dengan rentang kendali yang luas dan keterbatasan jumlah SDM yang 

kompeten, Sekretaris diharuskan mendistribusikan sebagian besar tugas 

kepada pegawai yang dinilai memiliki kapasitas yang mumpuni, sehingga 

beban kerja dan tanggung jawab pegawai tersebut menjadi semakin besar. 

Oleh karena itu, untuk menjamin efektivitas fasilitasi dan dukungan 

manajemen terhadap program Komisioner, dipandang perlu untuk 

mengembalikan keberadaan jabatan manajerial menengah dalam struktur 

organisasi Sekretariat KPI. 

 



 

 

 

 

Adapun rencana usul SOTK KPI untuk mengatasi permasalahan 

diatas adalah dengan melakukan penyesuian pembentukan bagian kerja 

yang dipimpin oleh eselon III atau kepala bagian sebagaimana usulan 

matrik SOTK dibawah ini: 

 

SEMULA: 

 

 

MENJADI: 

 

 

  

 

Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia 
Pusat 

KEPALA SUB 

BAGIAN TATA 

KELOLA DAN 

MANAJEMEN 

RISIKO 

KELOMPOK 

JABATAN 

FUNGSIONAL 

KEPALA BAGIAN 

PENGEMBAGAN 

KEBIJAKAN DAN 

SISTEM PENYIARAN 

KEPALA BAGIAN 

PENGAWASAN ISI 

SIARAN  

KEPALA BAGIAN 

UMUM DAN 

KELEMBAGAAN                  

KEPALA SUB 

BAGIAN TATA 

USAHA DAN RUMAH 

TANGGA 



 

 

 

 

Struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Sekretariat KPI yang 

selama ini berjalan dengan pola dari eselon II langsung ke para pemangku 

jabatan fungsional telah menimbulkan hambatan koordinasi dan 

pengembangan karier, yang dikenal sebagai bottleneck struktural. Pola ini 

menyulitkan proses pembinaan, supervisi, serta distribusi beban kerja 

secara proporsional, khususnya dalam menghadapi dinamika tugas 

kelembagaan yang semakin kompleks. Untuk menjawab tantangan 

tersebut, diusulkan pembentukan struktur organisasi yang lebih fungsional 

dan berjenjang dengan menambahkan beberapa bagian di bawah 

Sekretaris selaku pejabat eselon II. 

Struktur yang diusulkan meliputi tiga bagian utama, yaitu:  

1) Bagian Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran  

Bagian ini bertugas merumuskan kebijakan teknis serta sistem 

penyiaran yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan regulasi. 

Tugas yang dilaksanakan bagian ini, yaitu: 

a. Melakukan penyusunan rencana pengelolaan data dan informasi 

dan pengembangan sistem informasi Pengumpulan, pengolahan 

dan penyajian data dan informasi;  

b. Melakukan analisis data dan informasi sesuai tupoksi KPI; 

c. Melakukan pemetaan isu penyiaran yang relevan dengan tupoksi 

KPI; 

d. Melaksanakan fungsi koordinasi database dengan unit terkait. 

Fungsinya dari Bagian Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran 

adalah untuk: 

d. Penyiapan bahan penyusunan Pedoman Perilaku Penyiaran, 

Standar Program Siaran (P3SPS) serta regulasi penyiaran; 

e. Penyiapan bahan penyusunan pengaturan infrastruktur bidang 

penyiaran; 



 

 

 

 

f. Penyiapan pelaksanaan tatanan informasi nasional yang adil, 

merata, dan seimbang; dan 

g. Penyiapan pelaksanaan iklim persaingan yang sehat antar lembaga 

penyiaran dan industri terkait. 

 

2) Bagian Pengawasan Isi Siaran  

Untuk bagian ini berfokus pada pelaksanaan pemantauan dan 

penindakan terhadap pelanggaran isi siaran sesuai ketentuan 

perundang-undangan yang memiliki tugas sebagai berikut: 

a. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran 

serta standar program siaran;  

b. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aaduan, sanggahan, 

serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan 

penyiaran; dan 

c. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman 

perilaku penyiaran serta standar program siaran.   

Fungsi dari Bagian Pengawasan isi siaran adalah: 

g. Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan peraturan dan 

pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;  

h. Penyiapan bahan penelitian dan tindaklanjut aduan, sanggahan, 

serta kritik dan apresiasai masyarakat terhadap penyelenggaraan 

penyiaran;  

i. Penyiapan bahan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan 

pedoman perilaku penyiaran. 

 

3) Bagian Umum dan Kelembagaan  

Bagian ini yang akan menangani fungsi-fungsi administrasi, 

kepegawaian, keuangan, serta koordinasi kelembagaan, yang 

dilengkapi dengan dua subbagian yaitu Subbagian Tata Usaha dan 



 

 

 

 

Rumah Tangga serta Subbagian Manajemen Risiko. Bagian Umum dan 

Kelembagaan memiliki tugas sebagai berikut: 

a. Melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah, 

lembaga penyiaran, dan masyarakat;  

b. Mengelola informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi 

manusia;  

c. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia 

yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran; dan 

d. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan pelayanan 

Manajemen Resiko, TU dan Rumah Tangga. 

Kemudian untuk fungsi dari Bagian Umum dan Kelembagaan antara 

lain: 

a. Penyiapan bahan koordinasi dan/atau kerja sama dengan 

pemerintah, lembaga negara, dan masyarakat; 

b. Penyiapan bahan masyarakat untuk memperoleh informasi yang 

layak dan benar sesuai dengan Hak Asasi Manusia; 

c. Penyiapan bahan penyusunan perencaaan pengembangan sumber 

daya manusia yang professional di bidang penyiaran; 

d.  Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga, yang 

meliputi pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan aset barang 

dan jasa; 

e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, serta 

persuratan, dan kearsipan; serta 

f. Monitoring dan evaluasi Pengendalian dampak risiko di lingkungan 

Komisi Penyiaran Indonesia.  



 

 

 

 

Pada Bagian Umum dan Kelembagaan, dibutuhkan dua Sub Bagian 

pendukung yaitu Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, serta Sub 

Bagian Tata Laksana dan Manajemen Risiko. 

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga berperan dalam 

mendukung kelancaran operasional lembaga melalui pengelolaan 

administrasi perkantoran dan layanan penunjang kerja sehari-hari. 

Tugas dan wewenangnya meliputi pengelolaan persuratan dan urusan 

tata usaha, urusan perlengkapan dan rumah tangga, melakukan 

dukungan layanan operasional, melakukan urusan pengelolaan 

kepegawaian, pembinaan pegawai, budaya organisasi, dan 

pengembangan sumber daya manusia, serta melaksanakan 

pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). 

Subbagian Manajemen Risiko berperan dalam memastikan tercapainya 

tujuan organisasi secara efektif dan berkelanjutan. Keberadaan Subbag 

ini memungkinkan lembaga untuk secara sistematis mengidentifikasi, 

menganalisis, dan mengendalikan berbagai potensi risiko yang dapat 

mengganggu kinerja, baik dari aspek operasional, keuangan, hukum, 

maupun reputasi. Tugas dan wewenang yang dimiliki yaitu: pengelolaan 

risiko di lingkungan KPI Pusat; sosialisasi sistem pengelolaan kinerja 

dan risiko di lingkungan KPI Pusat, monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

serta melaksanakan urusan tata kelola kelembagaan di lingkungan KPI 

Pusat. Dengan mendukung prinsip tata kelola yang baik, subbagian ini 

juga berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang lebih terukur 

serta menjaga keberlanjutan program kerja lembaga di tengah dinamika 

dan ketidakpastian. 

 

 



 

 

 

 

III.6 Keterkaitan tugas dan fungsi sekretariat dengan dengan 

Organisasi Kelembagaan KPI 

Dalam rangka melakukan tugas dan fungsi KPI, tata hubungan antara 

sekretariat KPI dengan komisioner sudah diatur dalam Peraturan KPI No 1 

tahun 2024, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 23 ayat 1 dan 2. Dalam 

pasal 23 ayat 1 dijelaskan bahwa “Dalam melaksanakan tugas, sekretariat 

wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan 

Anggota KPI”. Sementara pada pasal 23 ayat 2 dijelaskan “Prinsip 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh sekretariat melalui 

pelaporan semua kegiatan sekretariat pada Rapat Pleno KPI yaitu:  

a. Pelaksanaan semua keputusan KPI yang berkaitan dengan 

pelaksanaan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajibannya;  

b. Konsultasi dan koordinasi berkaitan tugas dan fungsi sekretariat sesuai 

dengan visi, misi, rencana strategis, dan kebijakan KPI;  

c. Konsultasi dan koordinasi berkaitan perencanaan, pengalokasian, dan 

penggunaan anggaran; 

d. Penyampaian informasi tentang realisasi anggaran dan program kerja;  

e. Konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan pengisian atau 

perpindahan pegawai atau pejabat Sekretariat KPI sesuai kebutuhan 

organisasi KPI; dan  

f. Koordinasi berkaitan dengan penugasan dinas Sekretariat KPI dengan 

Anggota KPI.  

Berdasarkan peraturan kelembagaan KPI tentang tata hubungan 

tersebut, Sekretariat KPI diharuskan menerapkan prinsip koordinasi, 

integrasi, dan sinkronisasi dengan para komisioner dalam rangka 

mendukung tugas, fungsi dan program kegiatan yang telah direncanakan. 

Ini artinya Sekretaris KPI beserta jajaran dilingkungan Sekretariat harus 

berkoordinasi, supervisi dan integrasi kepada bidang-bidang yang telah 

ditetapkan dalam peraturan kelembagaan KPI. Pembidangan di lembaga 



 

 

 

 

KPI terdiri dari 3 bidang yakni Bidang Kelembagaan, Bidang Pengawasan 

Isi Siaran, dan Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran. 

1. Bidang pengembangan kebijakan dan sistem penyiaran mempunyai 

fungsi, wewenang, tugas, dan kewajiban antara lain; 

a. menyusun pedoman perilaku penyiaran, standar program siaran 

serta regulasi penyiaran;  

b. membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;  

c. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan 

seimbang; dan  

d. membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran 

dan industri terkait.  

2. Bidang pengawasan isi siaran mempunyai fungsi, wewenang, tugas, 

dan kewajiban antara lain; 

a. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku 

penyiaran serta standar program siaran;  

b. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, 

serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan 

penyiaran; dan  

c. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman 

perilaku penyiaran serta standar program siaran.  

3. Bidang kelembagaan mempunyai fungsi, wewenang, tugas, dan 

kewajiban antara lain; 

a. melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah, 

lembaga penyiaran, dan masyarakat;  

b. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan 

benar sesuai dengan hak asasi manusia; dan  

c. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia 

yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.  

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada 

masing-masing bidang diatas sebagaimana pasal 23 ayat 2, maka disinilah 



 

 

 

 

high manajerial (Sekretaris KPI) sangat membutuhkan dukungan jabatan 

middle manajerial (Kabag/kasubag) untuk dapat mengkoordinasikan serta 

memastikan kelancaran teknis kegiatan. Dengan adanya Jabatan Kabag/ 

kasubag ini juga dapat memperkecil rentang kendali, koordinasi, integrasi 

program kegiatan antara sekretariat dan komisioner bidang menjadi fokus 

dan cepat, sehingga dapat menciptakan kerja yang efektif, efisien dan 

terkoordinir dengan baik. 

 

III.7 Penyedia Sarana, Prasarana, dan Anggaran dari Sekretariat KPI 

Pusat. 

Berkenaan dengan usulan perubahan SOTK sekretariat KPI, 

ketersediaan sarana, prasarana dan anggaran tentu akan berdampak. 

Namun dampaknya tidak begitu signifikan dalam hal sarana dan prasarana. 

Sebab sebelum adanya perubahan SOTK nomor 7 tahun 2022, sarana dan 

prasarana untuk jabatan middle manajerial sudah tersedia diantaranya 

ruangan dan meja kerja. Hanya saja mungkin perlu diadakan tambahan 

perangkat kerja seperti laptop / tablet untuk menunjang kinerja pada jabatan 

tersebut. Dari sisi anggaran mungkin hanya perlu ditambahkan komponen 

gaji dan tunjangan kinerja. Adapun rincian estimasi kebutuhan anggaran 

sebagai berikut; 



 

 

 

 

 

Besaran diatas dihitung berdasarkan Gaji dan tunjangan (4 Orang 

golongan IVa dengan Kelas Jabatan 12) dan Gaji dan tunjangan (2 Orang 

golongan IIIc dengan Kelas Jabatan 10). Untuk Perangkat kerja 

kebutuhnanya adalah Laptop (6 unit), Meja dan kursi kerja (2 unit) dengan 

rincian: 

1. Laptop ASUS TKDN: Rp.21.000.000 (https://katalog.inaproc.id/dian-

cipta-engineering/laptop-notebook-asus) per unit 

2. Meja dan kursi kantor estimasi Rp.15.000.000 per unit 

Jadi Atas dasar rincian diatas maka diperlukan penambahan anggaran 

sekitar Rp.1.285.303.396 untuk belanja pegawai dan Rp.156.000.000 untuk 

belanja modal.   

https://katalog.inaproc.id/dian-cipta-engineering/laptop-notebook-asus
https://katalog.inaproc.id/dian-cipta-engineering/laptop-notebook-asus


 

 

 

 

BAB IV  

Dampak Pengubahan Organisasi Sekretariat KPI Pusat 

  Perubahan struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat KPI Pusat 

diharapkan dapat membawa dampak yang signifikan terhadap kinerja 

lembaga KPI Pusat. Berikut ini beberapa dampak yang diharapkan seperti: 

4.1  Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) 

Perubahan struktur yang lebih jelas dan terorganisir dapat 

mempecepat proses kerja dan pengambilan Keputusan. Penambahan 

jabatan Eselon III akan menciptakan jenjang struktural yang lebih 

proporsional dan fungsional. Jabatan ini berperan sebagai penghubung 

antara pimpinan Eselon II dengan pemangku jabatan pelaksana, sehingga 

mampu mengurangi beban koordinatif yang sebelumnya hanya dipikul oleh 

Eselon II. Selain itu, keberadaan Eselon III membuka ruang pengembangan 

karier bagi ASN, memperkuat manajemen kinerja, dan mendorong 

peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan promosi berbasis 

kompetensi.  

Selanjutnya dengan adanya pembagian tugas yang lebih spesifik 

sangat membantu dalam pencapaian target kerja. Sehingga, perubahan 

struktur tersebut menciptakan peluang bagi pegaai untuk mengembangkan 

kompetensi sesuai dengan bidang kerja yang lebih spesifik. Disisi lain 

penyelarasan beban kerja akan lebih merata dan sesuai dengan 

keahliannya. 

 

4.2  Pembiayaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

Dalam jangka panjang, penguatan struktur organisasi akan 

meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Dengan struktur 

manajemen yang lebih tertata, biaya operasional dapat dikendalikan 

melalui perencanaan dan evaluasi program yang lebih sistematis oleh 

pejabat Eselon III.  



 

 

 

 

Selain itu, optimalisasi fungsi pengawasan penyiaran yang lebih 

efektif berpotensi meningkatkan penerimaan negara bukan pajak melalui 

sanksi administratif, denda, atau retribusi layanan. KPI telah melakukan 

penguatan terhadap instrumen regulasi pengawasan isi siaran melalui 

penyusunan ketentuan yang mengatur sanksi atas pelanggaran tayangan. 

Jika sebelumnya pelanggaran terhadap ketentuan isi siaran hanya 

dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian 

sementara program siaran, atau rekomendasi pencabutan izin, maka kini 

KPI telah mengembangkan mekanisme sanksi berupa kewajiban 

pembayaran denda administratif. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk 

meningkatkan efek jera terhadap pelaku pelanggaran, tetapi juga 

memberikan kontribusi nyata terhadap penerimaan negara dalam bentuk 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).  

Melalui pendekatan ini, KPI berupaya menegakkan kepatuhan 

terhadap regulasi penyiaran secara lebih tegas dan terukur, sekaligus 

memperkuat posisi lembaga dalam mendukung tata kelola penyiaran yang 

profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. 

 

4.3  Peningkatan Kualitas Layanan Publik 

      Struktur yang diperbaharui dapat mempermudah koordinasi 

antara KPI dan masyarakat serta lembaga penyiaran. Layanan aduan 

masyarakat terkait pelanggaran atau apresiasi isi siaran dapat dilayani lebih 

responsive, transparan dan akuntabel. Dengan adanya struktur manajerial 

menengah, proses pelayanan teknis dan administratif kepada Komisioner 

dan masyarakat akan menjadi lebih cepat, terkoordinasi, dan akurat. Eselon 

III dapat memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan 

sesuai rencana kerja, sekaligus menjembatani kebutuhan operasional 

dengan pengambilan keputusan strategis. 

4.4  Aspek Sarana dan Prasarana 

Struktur baru memungkinkan perencanaan kebutuhan sarana dan 

prasarana dilakukan secara lebih tepat guna. Pejabat Eselon III berperan 



 

 

 

 

dalam menyusun dan mengawal pengadaan serta pemanfaatan fasilitas 

kerja yang mendukung kinerja unit masing-masing. Dengan adanya 

pembagian fungsi yang lebih jelas, pengelolaan aset dan teknologi 

informasi juga dapat dilakukan secara terintegrasi. Adaptasi terhadap 

Perkembangan Teknologi dan Regulasi 

Struktur baru bisa menyesuaikan KPI dengan tantangan digitalisasi 

penyiaran dan perubahan regulasi yang berkembang. 

 

4.5  Penguatan Fungsi dan Pengawasan bagi Masyarakat 

KPI sebagai regulator penyiaran bisa lebih optimal dalam 

menjalankan fungsi pengawasan terhadap konten siaran serta kemampuan 

dalam merespon aduan publik dan menangani pelanggaran bisa 

meningkat. Peran yang terukur pada tiap bidang dapat memperkuat 

peranan KPI dalam memberikan edukasi penyiaran, menindaklanjuti 

pengaduan masyarakat, serta melakukan pengawasan yang lebih dekat 

sesuai dengan bidang wewenangnya. Hal ini berkontribusi terhadap 

peningkatan literasi media di masyarakat dan mendukung kebijakan 

pemerintah dalam menjaga kualitas penyiaran yang lebih sehat. 

 

  



 

 

 

 

Bab V  

PENUTUP 

 

Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Sekretariat 

KPI Pusat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan 

kinerja kelembagaan. Penataan ini tidak hanya menjawab tantangan 

internal organisasi, tetapi juga merespons kebutuhan eksternal yang 

semakin kompleks dalam bidang penyiaran. Salah satu dampak positif yang 

menonjol adalah meningkatnya efektivitas pelaksanaan program dan 

kegiatan yang mendukung peran KPI sebagai lembaga regulator penyiaran 

sekaligus penyedia layanan publik. Struktur yang lebih proporsional dan 

terintegrasi mendorong koordinasi yang lebih baik, mempercepat 

pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa pelaksanaan program 

berjalan secara cepat, tepat, dan transparan. 

Penambahan jabatan pada level middle manajerial, seperti Kepala 

Bagian (Kabag) dan Kepala Subbagian (Kasubag), diharapkan mampu 

menjadi penghubung strategis antara pimpinan dengan pelaksana, 

sehingga implementasi program kerja di masing-masing bidang dapat lebih 

terarah dan fokus. Dengan penguatan struktur ini, pelaksanaan tugas-tugas 

kelembagaan akan lebih terdistribusi, terukur, dan terpantau, serta 

memudahkan pencapaian target dan outcome yang telah ditetapkan dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Secara 

keseluruhan, pengubahan SOTK ini merupakan langkah strategis untuk 

menjamin akuntabilitas, meningkatkan kinerja organisasi, dan memperkuat 

kontribusi KPI dalam pembangunan sektor penyiaran nasional. 

 

 

Sekretaris KPI  



 

 

 

 

 


